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2024 menegaskan kem-
bali penerapan kelas rawat inap
standar yang sesungguhnya su-
 dah diamanatkan oleh Perpres
| No 64/2020.
 Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) merupakan
mandat Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 kepada negara un-
tuk memenuhi hak pelayanan
kesehatan bagi setiap orang
(Pasal 28H Ayat 1) dan hak
jaminan sosial untuk seluruh
rakyat (Pasal 34 Ayat 2).

Sesuai sifat jaminan sosial
bagi seluruh rakyat, paket man-
faat yang dijamin JKN adalah
hak dasar berupa seluruh pe-
layanan berindikasi medis,

Namun, dalam tahap perta-
ma JKN, terdapat tiga kelas hak

perawatan, yaitu kelas ITT untuk-

penduduk miskin/tidak mam-
pu yang iurannya disubsidi pe-
merintah atau pemerintah dae-
rah atau yang dipilih sendiri
oleh peserta pekerja bukan pe-
nerima upah (PBPU) dengan
iuran Rp 42.000 per orang per
bulan (POPB).

Hak perawatan kelas 1T dibe-
rikan kepada peserta berupah di
bawah Rp 4 juta per bulan atau
yang dipilih sendiri oleh PBPU
dengan iuran Rp 100.000 POPBR.
Hak perawatan kelas I diberi-
kan kepada peserta pekerja pe-
nerima upah (PPU) dengan ga-
ji/upah di atas Rp 4 juta atau
PBPU yang memilih kelas I
dengan iuran Rp 150000
POPB.

Meskipun perbedaan kelas
perawatan tak berarti perbeda-
an pelayanan medis, perbedaan
kelas perawatan dinilai tak se-
suai dengan keadilan sosial. Se-
bagian orang menilai bahwa ada
perbedaan perlakuan rumah sa-
kit terhadap pasien dengan ke-
las rawat inap yang berbeda.

Apalagi, besaran bayaran bo-
rongan per kasus medis (dise-
but CBG) kepada semua rumah
sakit memang berbeda untuk
kelas perawatan berbeda. Maka,
sejak lebih dari lima tahun lalu,
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banyak pihak mendesak peme-
rintah menjamin kelas rawat
inap yang sama.

Mereka yang lebih mampu
bisa memilih "naik kelas” de-
ngan membayar selisih biaya
perawatan yang dijamin JKN
dengan besar biaya perawatan
akibat “pilihan” naik kelas. Se-
lisih biaya perawatan bisa juga
dibayar oleh asuransi komer-
sial.

luran yang adil

Di banyak negara, memang
ruang perawatan yang dijamin
sama bagi semua penduduk,
terlepas dari pekerjaan dan
pendapatan rumah tangganya.

Pertanyaannya, berapa iuran
yang harus dibayar oleh peserta
PBPU? Peserta PPU sudah
membayar dengan 5 persen
upah bulanan, untuk maksi-
mum lima anggota keluarga dan
batas upah Rp 12 juta per bulan
untuk perhitungan iuran.

Program JKN didanai de-
ngan mekanisme asuransi sosi-
al, yaitu sebuah skema asuransi

yang bukan komersial (swasta)

dan iurannya proporsional ter-
hadap upah atau pendapatan.
Dengan iuran 5 persen dan
batas maksimum hitungan
upah Rp 12 juta, maka yang
bergaji (upah) upah minimum
provinsi (UMP), misal Rp 3 juta
per bulan, membayar iuran 5
persen x Rp 3 juta = Rp 150.000

per keluarga per bulan
(PKPB).
Sementara yang bergaji Rp 12

juta membayar iuran sebesar 5
persen x Rp 12 juta = Rp
600000 PKPB. Inilah meka-
nisme iuran yang berkeadilan,
yang mirip dengan mekanisme
Pajak Penghasilan (PPh2l).

Sayangnya, di Indonesia di-
berlakukan batas upah mak-
simum untuk iuran. Mekanis-
me iuran proporsional terhadap
upah/pendapatan merupakan
praktik lazim di dunia dan bia-
sanya iuran digotong sama per-
sentasenya antara pekerja dan
pemberi kerja.

Iuran JKN dan PPh21 sa-

ma-sama merupakan "pungut-
an paksa” yang diamanatkan
UUD, Hanya bedanya, pada pu-
ngutan paksa PPh2l1, sifatnya
progresif dan hanya menjadi
tanggungan pekerja. Dengan
demikian, semakin tinggi upah
seseorang, semakin besar per-
sentase pajaknya.

Sementara iuran JKN justru
bersifat regresif dan kurang adil
karena yang bergaji Rp 30 juta
hanya membayar maksimum
Rp 600000 PKPB, atau sama
dengan Rp 600000 dibagi de-
ngan Rp 30.000.000, atau hanya
2 persen.

Bagaimana dengan iuran no-
minal yang kini berlaku dengan
tiga kelas untuk peserta PBPU?
Jika kelak tidak ada lagi kelas I,
II, dan III; apakah iurannya
satu nilai tertentu? Yang mana,
yang kelas III, yang kelas II,
atau yang kelas I? Atau diambil
rata-ratanya?

Perlu dipahami bahwa iuran
sebesar nominal tertentu, se-
perti Rp 42,000 POPB, meru-
pakan iuran yang tidak sesuai
dengan prinsip asuransi sosial.

Bagaimana dengan satu be-
saran iuran untuk semua pe-
serta PBPU, misalnya Rp 60.000
POPB? Ini juga tidak sesuai
dengan prinsip asuransi sosial,
bersifat regresif, dan tidak ber-
keadilan. Sebab, iuran sebesar
Rp 60000 POPB untuk satu
keluarga dengan tiga anak atau
lima anggota keluarga menjadi
Rp 300,000 PKPB.

Turan sebesar ini menjadi 10
persen pendapatan keluarga pe-
kerja mandiri (PBPU, misalnya
pedagang keluarga, petani, ne-
layan, dan lain-lain) yang hanya
berpendapatan Rp 3 juta per
bulan. Sementara untuk peserta
PBPU dengan pendapatan ke-
luarga Rp 20 juta sebulan,
membayar Rp 300000 dibagi
dengan Rp 20 juta, atau 1,5
persen pendapatannya.

Ini tak adil dan iuran sebesar
satu nilai nominal untuk se-
luruh peserta PBPU akan
berkorelasi dengan ketidakpa-

tuhan yang tinggi.

Solusi

Hak pelayanan dasar sesuai
indikasi medis sudah merupa-
kan praktik yang lazim di dunia,
karena sifat kebutuhan medis
bagi setiap orang tak dapat di-
prediksi dan ditentukan oleh
orang tersebut. Jika biaya pera-
watan medis, yang sifatnya “ke-
butuhan”, harus dibayar oleh
masing-masing orang, sangat
besar kemungkinannya orang

. tersebut jatuh miskin.

Maka, para pemimpin negara
di dunia telah menetapkan tu-
juan dari Sustained Develop-
ment Goals (SDG) 3.8, yaitu
meniadakan “pemiskinan” bagi
setiap penduduk karena harus
membayar pelayanan kesehat-
an. Jadi, paket manfaat JKN
yang komprehensif sesuai ke-
butuhan medis sudah di jalan
yang benar. Masalahnya, dari
mana dananya, berapa yang di-

- butuhkan, dan bagaimana me-

ngumpulkannya?

Praktik lazim di dunia adalah
mengumpulkan "pungutan wa-
jib” iuran JKN dan atau men-
danai dari pajak yang mencu-
kupi dan berkeadilan. Program
JKN telah memutuskan pilihan
iuran wajib JKN yang kini be-
sarnya 5 persen dari upah untuk
PPU. Untuk penduduk miskin
dan rentan miskin, sesuai UU
SJSN, pemerintah menyubsidi.
Bagaimana PBPU?

Seharusnya iuran JKN untuk
peserta PBPU juga setara de-
ngan iuran JKN untuk PPU,
yaifu sekitar 5 persen dari peng-
hasilan. Inilah juran ”tunggal”
proporsional yang cocok untuk
hak kelas rawat inap standar
(KRIS) bagi semua peserta
JKN. Meski peserta PBPU tidak
memiliki upah/gaji, mereka
memiliki pendapatan dan aset.

Maka, BPJS Kesehatan harus
melakukan penilaian pendapat-
an dan aset setiap peserta PBPU
untuk penetapan iuran yang se-
tara dengan 5 persen iuran bagi
peserta PPU.

Memang cara ini menambah
sedikit pekerjaan untuk BPJS.
Tetapi, itulah sebabnya pim-

pinan dan pegawai BPJS diberi
hak mendapat gaji dan tun-
jangan yang berbeda dari ASN.

Sementara pemerintah harus
realistis memenuhi syarat “ke-
cukupan” agar semua pendu-
duk mendapat hak pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan
fasilitas kesehatan dibayar la-
yak sesuai harga keekonomian.

Indonesia sesungguhnya
mampu, tetapi kemauan politik
belum cukup.
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